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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
 

Pesatnya arus globalisasi, maraknya industrialisasi dan adanya 

perdagangan bebas membuat banyak perubahan terhadap kondisi umat 

manusia. Hal ini juga berakibat pada makin marak dan beragamnya 

tindak tindak pidana yang terjadi. Tindak pidana tersebut tidak hanya 

menyentuh ranah publik tetapi juga ranah pribadi individu manusia. 

Adanya ketidakseimbangan ekonomi yang semakin lebar menjadi salah 

satu faktor utama penyebab berbagai macam tindak pidana. Salah satu 

pihak yang paling dirugikan akibat hal tersebut adalah perempuan. 

Apalagi budaya kita, yang cenderung patriarkis, sering menempatkan 

perempuan sebagai pihak yang lemah1. 

Diskriminasi terhadap perempuan dapat diartikan sebagai setiap 

pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis 

kelamin, yang bertujuan atau berpengaruh untuk menghalangi, 

meniadakan pengakuan terhadap dinikmatinya atau dilaksanakannya 

hak asasi manusia dan kebebasan dasar oleh kaum perempuan2. 

Perempuan yang menjadi korban kekerasan maupun tindak kejahatan 

 
 
 
 

1 Hasbiah, S. Peranan Wanita Dalam Pembangunan Berwawasan Gender. Yogyakarta : 
Bunga Wellu), 2009, hlm 14 
2 Muslikhati, Siti. Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam. 
(Jakarta: Gema Insani Press), 2004, hlm 4 
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bukan hanya dilakukan oleh seorang penjahat, tetapi dapat dilakukan 

oleh keluarga atau kerabat dekat. 

Perempuan, sering menjadi korban kekerasan karena 

seksualitasnya sebagai seorang perempuan. Banyak hasil penelitian 

dan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, yang menunjukkan 

bagaimana lemahnya posisi perempuan ketika mengalami kekerasan 

terhadap dirinya. Perempuan, termasuk juga anak perempuan, sangat 

rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang 

disekitarnya, di ruang-ruang publik, tempat bekerja, bahkan dirumahnya 

sendiri3. Dan hal itu akan semakin bertambah bila perempuan berada 

dalam status sosial dan ekonomi yang rendah, tingkat pendidikan dan 

ketrampilan yang tidak memadai, tidak memiliki akses terhadap 

informasi, atau karena perempuan itu masih berada di bawah umur. 

Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas 

Perempuan) mencatat bahwa di tahun 2019 terdapat peningkatan 

kekerasan   terhadap   perempuan    sebanyak   40%   yaitu   sejumlah 

406.178 kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Data tersebut 

dihimpun dari tiga sumber yakni Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan 

Agama (PA), lembaga layanan mitra komnas perempuan, dan Unit 

Pelayanan Rujukan (UPR). Di tahun 2019 pula ditemukan fakta baru 

tentang kekerasan terhadap perempuan yakni perkosaan 

3 Wahab, Rochmat., Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis Dan 
Edukatif. (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia), 2006 , hlm 21 
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dalam pernikahan (marital rape), incest, kekerasan dalam pacaran 

(KDP), cybercrime, dan kekerasan seksual pada perempuan disabilitas. 

Kendati beberapa darinya adalah jenis kasus lama, namun jenisnya 

semakin beragam. Komnas Perempuan mencatat setidaknya terdapat 

9637 kasus yang dilaporkan dengan jenis kekerasan yang menonjol 

adalah kekerasan fisik sebanyak 3927 kasus.4 Jika diketahui sebagian 

dari kasus dalam kategori rumah tangga atau komunitas mencakup 

insiden kekerasan yang terjadi di dalam rumah, maka dapat dikatakan 

inilah bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol 

secara kuantitatif untuk seluruh tahun 20195. Yang patut disesalkan 

adalah kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan selama ini 

dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai 

tindak pidana kejahatan, karena terjadinya kekerasan itu sering 

dianggap sebagai kesalahan perempuan itu sendiri6. 

Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang menjadi isu 

global sebenarnya telah diatur pula dalam instrumen-instrumen hukum 

internasional dan berbagai kebijakan-kebijakan internasional. Indonesia 

telah meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination Against Women (CEDAW) atau Konvensi Penghapusan 

Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita ke dalam Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi 

 

4 https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/catatan-tahunan-2019-komnas- 
perempuan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat, diakses pada tanggal 7 
april 2020 
5 Ibid 
6 Ibid 

https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/catatan-tahunan-2019-komnas-perempuan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat
https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/catatan-tahunan-2019-komnas-perempuan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat
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Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention 

on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). 

Sebagai Negara-Peserta, adalah merupakan kewajiban bagi Indonesia, 

seperti dalam perspektif hukum internasional, untuk mentaati segala 

ketentuan dan prosedur yang menjadi ketetapan dalam instrumen 

tersebut. Sebagai anggota aktif dari PBB, Indonesia mempunyai 

kewajiban moral untuk melaksanakan ketentuan serta melakukan 

tindakan yang ditetapkan dalam Deklarasi yang telah diadopsi oleh 

Majelis Umum PBB. 

Namun sangat disayangkan bahwa masih banyak ketentuan- 

ketentuan, prosedur maupun langkah-langkah yang ditetapkan dalam 

instrumen-instrumen hukum internasional yang diratifikasi oleh 

Indonesia tidak ditaati atau tidak dilaksanakan di Indonesia. Bahwa disisi 

lain Indonesia telah mempunyai Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 

tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi terhadap Wanita, namun sayangnya pemerintah sepertinya 

setengah hati dalam mewujudkan undang-undang ini. 

Akhirnya pada Tahun 2004 merupakan tahun terobosan baru 

karena pada tanggal 22 September 2004 telah disahkan Undang- 

undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (UU-PKDRT). Undang-undang ini berdiri diluar KUHP 

sebagai undang-undang pidana khusus. Walaupun ada pihak yang 

kurang setuju dengan pengesahan undang-undang ini karena 
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dianggap menyentuh ranah pribadi individu-individu mengingat hukum 

pidana sebagai hukum publik, dan bahwa apa yang terdapat dalam 

KUHP sudah cukup untuk menjerat para pelaku tindak pidana ini, namun 

tidak sedikit juga yang mendukung pengesahan Undang- undang Nomor 

23 Tahun 2004 ini sebagai suatu terobosan. Hal ini karena tidak adanya 

peraturan perundang-undangan yang khusus memberikan perlindungan 

kepada mereka yang menjadi korban kekerasan, terutama ketika kita 

menghadapi kasus-kasus seperti kekerasan domestik (domestic 

violence) atau kekerasan seksual7. 

Perbuatan-perbuatan yang termasuk sebagai kekerasan 

domestik secara khusus memang belum diatur dalam KUHP sehingga 

kejahatan tersebut juga belum banyak terungkap di pengadilan maupun 

dalam data statistik kriminal di kepolisian. Meskipun kejahatan ini terjadi 

di banyak tempat, kejahatan ini masih tersembunyi dalam kehidupan 

masyarakat dan terlindung dari intervensi dunia luar, karena nilai 

patriarki yang mewarnai sikap dan kultur kehidupan kebanyakan 

keluarga di Indonesia.8 

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan 

dialami perempuan yang dirasa kurang mendapat perlindungan, dalam 

proses penyelesaiannya, mau tidak mau harus menggunakan hukum 

positif yang berlaku untuk menuntut para pelaku tindak pidana ini, dalam 

hal ini KUHP, seperti beberapa contoh kasus dibawah ini, yaitu: 

7 http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/651-uu-pkdrt-antara- terobosan- 
hukum-dan-fakta-pelaksanaannya.html, diakses pada tanggal 7 April 2020 
8 Rahardjo, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/651-uu-pkdrt-antara-%20terobosan-%20hukum-dan-fakta-pelaksanaannya.html
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/651-uu-pkdrt-antara-%20terobosan-%20hukum-dan-fakta-pelaksanaannya.html
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1. Jual Istri Lalu Ajak Threesome 
 

Seorang suami, Choiron (34) warga Jalan Demak Nomor 
 

266 Surabaya, Jawa Timur tega menjual istrinya ke orang lain untuk 

digauli secara bersama-sama. Bahkan perbuatan tersebut sudah 

dilakukan sebanyak tiga kali. Ia memaksa istrinya melakukan 

hubungan intim bersama-sama dengan dua hingga tiga pria 

sekaligus termasuk dirinya. 

Perbuatan pelaku terungkap setelah polisi menyelidiki akun 

media sosial Facebook yang menawarkan jasa layanan seks. Tarif 

yang dipatok sebesar Rp500 ribu, tetapi dibayar Rp 200 ribu terlebih 

dahulu, sisanya saat permainan selesai. Saat diintrogasi polisi, 

Choiron mengatakan kalau istrinya hypersex, tidak puas 

berhubungan hanya dengan satu orang saja. 

Selain tersangka, polisi juga menangkap Sugianto (30) warga 

Sidoarjo yang berperan memasarkan korban. Keduanya diamankan 

bersama satu lembar bill hotel biru, tiga unit  gadget, dan sisa uang 

transaksi sebesar Rp 275 ribu. Kedua tersangka dijerat dengan 

Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO dan atau Pasal 

296 KUHP tentang melakukan perdagangan orang yang ancaman 

hukumannya maksimal 15 tahun penjara9. 

 
 
 
 

 
9 https://nasional.okezone.com/read/2018/01/12/337/1844191/5-kasus-kdrt-di-indonesia- 
paling-miris-ada-yang-sampai-jual-istri?page=2, diakses pada tanggal 9 Mei 2020 

https://nasional.okezone.com/read/2018/01/12/337/1844191/5-kasus-kdrt-di-indonesia-paling-miris-ada-yang-sampai-jual-istri?page=2
https://nasional.okezone.com/read/2018/01/12/337/1844191/5-kasus-kdrt-di-indonesia-paling-miris-ada-yang-sampai-jual-istri?page=2
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2. Suami Tega Injak Perut Istri yang Sedang Hamil.10
 

 
Awal tahun 2018 dihebohkan dengan berita suami menginjak-

injak perut istrinya yang sedang hamil tua. Suami yang menendang 

perut istrinya bernama Kasdi (21). Ia menginjak perut istrinya, Lina 

Rahmawati (21) yang sedang mengandung karena curiga dengan 

anak dalam kandungannya merupakan hubungan gelap dengan 

orang lain. Bayi dalam kandungan yang tidak diakui sebagai darah 

dagingnya itu terpaksa lahir sebelum waktunya atau sesar dan 

meninggal dunia. 

Peristiwa itu terjadi pada Kamis 4 Januari kemarin. Saat itu, 

pasangan suami istri (Pasutri) yang menikah pada 14 Juli 2017 itu 

sedang duduk di lantai seraya bersenderan ke tembok di 

kediamannya, Jalan Tanah Tinggi Gang XII, Tanah Tinggi, Johar 

Baru Jakarta Pusat. Tanpa basa-basi Kasdi langsung menendang 

perut istrinya dan menanyakan bapak dari bayi yang sedang 

dikandungnya tersebut, karena usia kandungan dengan 

pernikahannya tidak wajar. Sambil teriak kesakitan sang istri 

menjawab dan meyakinkan Kasdi bahwa anak itu darah dagingnya. 

Namun, sang suami tetap tidak percaya, kemudian menginjak pada 

bagian pinggang sebelah kiri korban hingga berkali-kali. Kemudian 

memukul bagian lengan sebelah kiri sebanyak 1 kali, Lina pun 

 
 
 
 

10 Ibid 



8 
 

 
 
 
 

 

pasrah menerima pukulan dari suami, hingga pada akhirnya 

mengalami pendarahan. 

Akibat perbuatannya itu Kasdi dijerat pasal berlapis yakni 

Pasal 338 KUHP, Pasal 44 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

KDRT dan pasal 80 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak. 

3. Cekik Istri Karena Tidak Berhenti Jadi Pemandu Lagu 
 

Agus Faisal alias Nandut (24) mencekik istrinya sendiri, Tika 

Susika (27) hingga tewas karena tak mau berhenti sebagai pemandu 

lagu. Sadinya lagi, ia membuang jasad istrinya ke laut dekat Pantai 

Pangandaran, Ciamis, Jawa Barat. 

Tewasnya Tika diketahui pada Jumat 15 Desember 2017. 

Jasadnya ditemukan di bibir Pantai Pangandaran, tepatnya di Jalan 

Pamugaran Pangandaran Barat, Dusun Karangsari, Kabupaten 

Pangandaran. Motif pelaku membunuh korbannya karena pelaku 

kesal kepada korban sebab korban tidak mau berhenti menjadi 

pemandu lagu tetapi korban menolak dan sang suami langsung 

mencekik leher istrinya hingga meninggal dunia. Pelaku dikenakan 

pasal 340 juncto 338 KUHP11. 

Berkaitan dengan kasus tersebut diatas, beberapa hal masalah 

utama yang menonjol dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga , yaitu: 

1. Banyaknya fakta kasus kekerasan dalam rumah tangga yang 
 
 
 

11 Ibid 
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secara tidak adil dibiarkan berlangsung tanpa ada solusi 

penyelesaian. 

2. Bahwa perempuan menjadi korban terbanyak di antara korban 

kekerasan dalam rumah tangga lainnya. 

3. Bahwa hukum di Indonesia tidak secara tegas melarang kejahatan 

dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, sehingga upaya 

pencegahan dan penanggulangan masalah ini tidak tampak.12
 

Dalam banyak kasus, diketahui bahwa hukum pidana kita tidak 

dapat sepenuhnya dijadikan acuan bagi pembelaan terhadap 

perempuan korban kekerasan. Padahal disisi lain penegak hukum 

sangat terikat pada asas legalitas, sehingga undang-undang dibaca 

sebagaimana huruf-huruf itu berbunyi, dan sangat sulit memberikan 

interpretasi yang berbeda bahkan ketika harus berhadapan dengan 

kasus-kasus yang berkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan. 

Tidak jarang, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan 

terkena imbas dari sistem peradilan yang tidak netral, seperti misalnya 

terkait persoalan politik dan uang. Oleh karena itu diharapkan dapat 

muncul pemikiran-pemikiran baru dan terobosan-terobosan yang dapat 

memberikan perlindungan yang memadai bagi para pencari keadilan 

khususnya dalam hal ini, perempuan. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka 

penulis tertarik untuk menindaklanjuti kedalam penelitian dalam 

 

12   Rita  Serena  Kolibonso, Penegakan Hukum Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga, Jakarta : Pramdedia), 2009, hlm 29 
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bentuk skripsi dengan judul: “Perbandingan Perlindungan Hukum 

Terhadap Perempuan Dalam KUHP Dengan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga.” 

 

B. Rumusan Masalah 
 

1. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Perempuan dalam KUHP dan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga ? 

2. Bagaimana Perbandingan pengaturan perlindungan perempuan 

dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
 

1. Tujuan Penelitian 
 

a. Untuk mengetahui dan menganalisa Pengaturan Perlindungan 

Perempuan dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 23  Tahun 

2004 tentang Pengahpusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisa Perbandingan pengaturan 

perlindungan peremouan dalam KUHP dan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pengahpusan Kekerasan dalam 

Rumah Tangga. 
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2. Kegunaan Penelitian 
 

a. Kegunaan Teoritis 
 

1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu 

hukum pada umumnya, serta terkhusus dalam hukum pidana 

dalam kaitannya terhadap pemberian perlindungan hukum 

terhadap perempuan dalam peraturan perundang- undangan 

di Indonesia terutama yang terdapat dalam KUHP dan 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 

2) Menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah 

mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih 

merupakan bahasan yang tergolong baru dalam penerapan 

hukum di Indonesia. 

b. Kegunaan Praktis 

 

1) Guna mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir 

yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan 

penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh 

2) Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti 
 

3) Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi 

masukan kepada semua pihak yang membutuhkan 

pengetahuan terkait masalah yang diteliti. 
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D. Landasan Teori 
 

1. Teori Hukum 
 

Teori hukum adalah teori bidang hukum yakni berfungsi 

memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang 

dijelaskan itu adalah ilmiah, atau hal-hal yang dijelaskan itu 

memenuhi standar teoritis.13 Menurut Hans kalsen, Teori Hukum 

adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan 

mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud 

adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif.14 

Sedangkan menurut W. Friedman, Teori hukum adalah ilmu 

pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara 

filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. Disiplin teori 

ilmu hukum tidak mendapat tempat sebagai ilmu yang  mandiri, untuk 

itu teori hukum harus disandingan dengan ilmu hukum yang 

lainnya.15
 

Teori hukum berbeda dengan hukum posistif. Hal ini perlu 

dipahami supaya terhindar dari kesalah pahaman, Karena seolah- 

olah tidak dapat dibedakan antara teori hukum dan hukum positif, 

padahal keduanya dapatdikaji menurut pandangan filosofis. Tugas 

 
 
 

13 H. Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, (Bandung, CV Pustaka Setia, 
Cetakan kedua), 2014, hlm, 53. 
14  Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum Murni, (Bandung : Nusa Media), 2010, hlm 
38. 
15 W. Friendman,Teori dan Filsafat Hukum, susunan I. Telaah Keritis Atas Teori Hukum, 
(Jakarta : PT Raja Grafindo), 1990, hlm, 1. 
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teori hukum adalah menjelaskan nilai-nilai, postulat-postulat hukum 

hingga pada landasan filosofisnya yang tertinggal. 

Dalam teori hukum memberikan pembagian secara tegas 

agar dapat dipahami secara utuh dan komprehensip. Teori hukum 

tidak dapat dilepaskan dari lingkungan zaman yang senantiasa 

berkembang, karena teori hukum biasanya hadir sebagai suatu 

jawaban atas permasalahan hukum. Oleh karena, itu meskipun 

hukum miliki pandangan yang umum (universal), tetapi dalam 

perkembangannya teori hukum sangat bijaksana. Terdapat dua 

karakteristik teori hukum yang saling bertentangan antara satu 

dengan yang lain, atau bertolak belakang yakni: 

1) Pandangan yang menyatakan bahwa hukum merupakan suatu 

sistem yang dapat diprediksi dengan pengetahuan yang akurat 

tentang bagaimana kondisi hukum saat ini. Teori hukum  mampu 

memberikan penjelasan mengenai persoalan hukum 

sebagaimana yang ada tanpa melibatkan orang atau pengamat, 

hal ini memberikan kita gambaran yang jelas bahwa hukum itu 

bersifat, deterministik, reduksi, dan realistik. Teori  ini selanjutnya 

dikenal dengan teori sistem. 

2) Hukum bukanlah suatu sistem yang teratur untuk itu tidak dapat 

diprediksi, melainkan suatu yang berkaitan dalam sebuah ketidak 

teraturan, dan tidak dapat pula diprediksi bahwa hukum 

sangatlah dipengaruhi oleh pandangan pengamat. Pandangan 
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ini sebenarnya banyak dipengaruhi oleh para  sosiolog, terutama 

pada masa post modrenisme. 

Pada hakekatnya hukum memang dapat diprediksi dengan 

teori sistem hukum. Teori sistem hukum sendiri menurut bahasa 

adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur yakni: 

1) Struktur adalah semua lembaga atau institusi penegak hukum, 

beserta semua aparat yang meliputi, kepolisian dengan para 

polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, dan semua profesi 

dengan orangnya. 

2) Subtansi adalah seluruh asas hukum, norma hukum, dan aturan 

hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk 

yurisprudensi. 

3) Kultur hokum adalah kebiasaan, opini, dari para penegak hukum, 

dari warga masyarakat yang hidup dan tumbuh menjadi suatu 

kebiasaan16. 

2. Teori Perbandingan Hukum 
 

Istilah “perbandingan hukum” (bukan “hukum perbandingan”) 

itu sendiri telah jelas kiranya bahwa perbandingan hukum bukanlah 

hukum seperti hokum perdata., hukum pidana, hukum tata negara 

 
 
 

16 Lawrence M. Friedman, the legal sistem: a sosialscience perspektif, Russeli sage 
foundation, new York, 197, lihat Ahmad Ali, Reformasi Komitmen dan Akal Sehat dalam 
Reformasi Hukum dan HAM di Indonesia, makalah seminar Nasional Meluruskan Jalan 
Reformasi, UGM, Yogyakarta, 25-27 September, 2004, 
(http://ugm.a.id/seminar/reformasi/i-ahmad-ali.php) M. Shiddiq Al-Jawi, keharusan 
menganti sistem hukum sekarang dengan sistem hukum islam. 

http://ugm.a.id/seminar/r
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dan sebagainya17, melainkan merupakan kegiatan 

memperbaindingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum 

yang lain. Yang dimaksudkan dengan memperbandingkan di sini 

ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta 

persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan 

meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana 

pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non- 

hukum yang mana saja yang mempengaruhinya18. Penjelasannya 

hanya dapat diketahui dalam sejarah hukumnya, sehingga 

perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah 

hukum (van Apeldoorn, 1954: 330).19 Jadi memperbandingkan 

hokum bukanlah sekedar untuk mengumpulkan peraturan 

perundang-undangan saja dan mencari perbedaan serta 

persamaannya saja.akan tetapi Perhatian yang paling mendasar 

dalam perbandingan hukum ditujukan kepada pertanyaan sampai 

seberapa jauh peraturan perundang-undangan atau kaidah yang 

tidak tertulis itu dilaksanakan di dalam masyarakat. Untuk itu 

dicarilah perbedaan dan persamaan. Dari perbandingan hukum ini 

dapat diketahui bahwa di samping banyaknya perbedaan juga ada 

kesamaannya. 

 

 
17 Soerjono Soekanto, Perbandingan hukum, (Bandung : Penerbit Melati(, 2009, hlm 131 
18 Sunarjati Hartono, Kapita selekta perbandingan hukum, (Bandung :PT Citra Aditya 
Bakti), 2008, hlm .54 
19 Dikutip dalam bukunya Djaja S. Meliala, Hukum di Amerika Serikat, suatu studi 
perbandingan, (Bandung:Tarsito), 2007, hlm 89 
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Yang menjadi objek perbandingan hukum ialah (sistem atau 

bidang) hukum di negara yang mempunyai lebih dari satu sistem 

hukum (misalnya hukum perdata dapatdiperbandingkan dengan 

hukum perdata tertulis) atau bidang-bidang hukum di negara yang 

mempunyai satu sistem hokum (seperti misalnya syarat causalitas 

dalam hokum pidana dan perdata, konstruksi perwakilan dalam 

hukum perdata dan pidana atau sistem (bidang) hukum asing 

diperbandingkan dengan sistem (bidang) hukum sendiri (misalnya 

law of contract dibandingkan dengan hukum perjanjian).20
 

. 
 

E. Metode Penelitian 
 

1. Jenis Penelitian 
 

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian  normatif yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau 

data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun 

secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam 

hubungannya dengan masalah yang diteliti, sebagaimana 

disampaikan oleh Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan 

 
 
 
 
 

20 Jenny Barmawi, Perbandingan hukum Belanda dalam hukum kontinental dan hukum 
Inggris Amerika, (Yogyakarta: pusaka kartin) 1989, hlm 34 
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pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian 

hukum normatif atau penelitian hokum kepustakaan21. 

2. Sifat penelitian 
 

Sifat penelitian hukum yang digunakan penulis adalah 

penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang 

berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang 

terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian 

kepada masalah-masalah actual sebagaimana adanya pada saat 

penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti 

berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi 

pusat perhatian tanpa memberikan perlakukan khusus terhadap 

peristiwa tersebut. Variabel yang diteliti bisa tunggal (satu variabel) 

bisa juga lebih dan satu variabel.22
 

3. Sumber Data 
 

Dalam penelitian ini difokuskan pada data sekunder, terdiri 
 

atas: 

 

a. Bahan hukum primer 
 

yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang dalam hal ini 

adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan 

 
 
 

 
21 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan 
Singkat). (Jakarta: Rajawali Press), 2012, hlm 15 
22 Ibid, hlm 16 
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Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

b. Bahan hukum sekunder 
 

Yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer, seperti: Hasil karya ilmiah para sarjana dan Hasil-hasil 

penelitian.23
 

c. Bahan hukum tertier 

 

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedi, indeks 

kumulatif dan sebagainya24. 

4. Tehnik Pengumpulan Data 
 

Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan 

penelitian normatif maka untuk memperoleh data yang mendukung, 

kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara 

pengumpulan (dokumentasi) data-data sekunder. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk 

mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan 

masalah yang ditelit25i. 

 

 
23 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia (UI 
Press) 1989. Perbandingan Hukum. (Bandung : PT Citra Aditya Bakti), 2002, hlm. 13 
24 Ibid 
25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op Cit, 21 
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5. Analisis Data 
 

Analisis data yang digunakan adalah content analysis atau 

analisis isi, berupa teknik yang digunakan dengan cara melengkapi 

analisis dari suatu data sekunder. Menurut Krippendorf, analisis isi 

yaitu serangkaian metode untuk menganalisa isi segala bentuk 

komunikasi dengan mereduksi seluruh isi komunikasi menjadi 

serangkaian kategori yang mewakili hal-hal yang ingin diteliti26. 

Analisis isi dalam penelitian ini adalah mengklasifikasikan 

pasal-pasal dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2004 ke dalam kategori yang telah ditentukan. Setelah itu, hasilnya 

akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan 

menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang 

diteliti dan data yang diperoleh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung : Remaja Rosdakarya), 
hlm 23 


